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Menimbang

Mengingat

a.

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 050/ 2279/ Sekr.

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

bahwa RENSTRA Perangkat Daerah harus selaras dengan rincian tugas
fungsi perangkat daerah.

bahwa tahapan perencanaan bagan struktur organisasi perangkat daerah
dan rincian tugas fungsinya yang akan diberlakukan per Januari 2017
belum selesai dan belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sehingga
penetapan RENSTRA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah
melebihi waktu 7 (tujuh) hari setelah RENSTRA SKPD disahkan oleh
Kepala Daerah.

bahwa Peraturan Bupati Bandung tentang RENSTRA Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan pada
Tanggal 16 September 2016, dan selanjutnya harus ditindaklanjuti
dengan Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat
Daerah untuk dijadikan pedoman di lingkungan perangkat daerah dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas di Tahun 2016 - 2021.

. bahwa untuk menetapkan RENSTRA Perangkat Daerah perlu dibuatkan

Keputusan Kepala Dinas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Tanggal 15 Juni 2016.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bandung
Tahun 2016 — 2021, Tanggal 16 Agustus 2016.

PERDA Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 14 September 2016.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD
Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 28 Mei 2016.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan PERDA
Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Tanggal 15 September 2016.



8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang RENSTRA
Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 — 2021, Tanggal 16
September 2016.

9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang RKPD
Kab. Bandung Tahun 2017, Tanggal 10 Oktober 2016.

10.Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/2352A/BAPPEDA Tanggal 21
Desember 2015 tentang Agenda Penyusunan Perencanaan Kabupaten
Bandung Tahun 2017.

Memutuskan

Menetapkan

PERTAMA :  Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kab. Bandung Tahun 2016 — 2021,
untuk digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di Dinas Perhubungan
Kabupaten Bandung dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di
Tahun 2016 — 2021.

KEDUA . Keputusan dan dokumen RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten
Bandung Tahun 2016 — 2021 yang menjadi lampiran keputusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA . Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada Tanggal : 27 Oktober 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEYANDUNG
\N\ v
Drs.H.T Y KUSDIANA, M.Si.
NIP. 19631020 198503 1 007
Lampiran:

Dokumen RENSTRA DISHUB Kab. Bandung Tahun 2016 — 2021



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 050/ 2565/ Sekr.

TENTANG

PENETAPAMDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

1.

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 20162020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG

bahwaRENSRADISHUB Kab. Bandung telah ditetapkan

. bahwaprogram dan kegiatan yang ditetapkan dalam RENSTRA ditu

untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, untuk mendt
serta menopang tujuan dan sasaran Kepala Daerah.

bahwa pencapaian tujuan dan sman dimaksud pada poin (b) har
terukur berdasarkan indikator kinerja.

. bahwa perjanjian kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Pere

Daerah, dan seterusnya ke jenjang terendah, yang merupakan komi
integritas, akuntabilitas, dan kinerja haruslisusun berdasarka
indikator kinerja yang terukur/akuntabel, sebagai dasar penil:
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
bahwa indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada poin (c) dar
harus ditetapkan sebagaindikator Kinerja Utama (IKU) Perangl
Daerah, danperlu ditetapkan denganKeputusan Kepald@erangkat
Daerah

UndangUndang Republik Indonesia Nom@8 Tahun 20l14tentang
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NomorBuh 2006 tentanc
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara N
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indit
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menéri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Ki
Utama.

PERDA Kab. Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. E
Tahun 2016t 2021, Tanggal 16 Agustus 2016.

PERDA Kab. Bandung NomorTeEhun 2016 tentang Pembentukan d
Susunan Perangkat Daerah, Tanggal 14 September 2016.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebij
Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan
Kab. Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Bahd5 September 2016.
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